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ABSTRAK 

ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT  

DI INDONESIA 

Oleh: 

Niswatin Nadifah Maghfiroh 

Implementasi e-government merupakan salah satu bentuk transformasi digital 

dalam bidang pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan proses pelayanan 

publik agar lebih efisen, efektif, dan bersifat transparan. e-Government di Indonesia 

diterapkan secara bertahap, sehingga dibutuhkan koordinasi antar 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar dapat diterapkan secara maksimal 

dan menyeluruh yang diatur pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan proses perkembangan 

implementasi e-government di Indonesia berdasarkan regulasi e-government yang 

telah ditetapkan oleh Instansi Pusat serta indeks/pengukuran keberhasilan 

implementasi e-government yang digunakan di Indonesia. Analisis kesiapan dan 

kematangan atau perkembangan e-government ini dilakukan dengan metode 

penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunkan data sekunder yang berasal 

dari regulasi pemerintah, nilai hasil PeGI, dan nilai indeks SPBE. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa Indonesia mulai mempersiapkan implementasi e-

government (SPBE) sejak 2017, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan regulasi 

pada tahun 2017, 50% membahas topik teknologi informas, pelayanan publik 

menjadi bahasan dominan pada tahun 2018-2019, serta topik bahasan terbanyak 

berdasarkan regulasi yang telah dikumpulkan yaitu regulasi yang membahas 

tentang SPBE dengan persentase 36.37%. Selain itu, indeks/pengukuran yang 

diterapkan selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan yaitu pada studi kasus provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata indeks 

SPBE pada tahun 2020 sebesar 2.7 yang berarti nilai maturity level menujukkan 

pada tingkat 2 serta indeks SPBE tertinggi berada pada maturity level 3. 
Kata kunci: e-Government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Regulasi, 

Teknologi Informasi, Pelayanan Publik 
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ABSTRACT 

ANALYSIS REGULATION AND IMPLEMENTATION 

OF E-GOVERNMENT IN INDONESIA 

By: 

Niswatin Nadifah Maghfiroh 

The implementation of e-government is a form of digital transformation in the field 

of government which aims to improve public service processes to make them more 

efficient, effective and transparent. e-Government in Indonesia is implemented in 

stages, so that coordination between Ministries/Institutions/Regional Governments 

is needed so that it can be implemented optimally and thoroughly as regulated by 

the regulations set by the Central Government. This study aims to find out the 

description and development process of e-government implementation in Indonesia 

based on e-government regulations that have been established by the Central 

Agency as well as the index/measurement of the success of e-government 

implementation used in Indonesia. Analysis of e-government readiness and 

maturity or development is carried out using a case study qualitative research 

method using secondary data derived from government regulations, PeGI results, 

and SPBE index values. The results of the study reveal that Indonesia has started 

preparing for the implementation of e-government (SPBE) since 2017, this can be 

seen based on regulations in 2017, 50% discussed information technology topics, 

public services became the dominant topic in 2018-2019, and the most discussed 

topics were based on regulations that have been collected are regulations that 

discuss SPBE with a percentage of 36.37%. In addition, the index/measurement 

implemented over the last five years has developed quite significantly, namely in 

the case study of Central Java province with the average index showing at level 2 

and the highest SPBE index at maturity level 3. 

Keywords: e-Government, Electronic-Based Government Systems, 

Regulation, Information Technology, Public Services 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Penerapan transformasi digital kini semakin digencarkan. Optimalisasi terhadap 

perkembangan teknologi di berbagai sektor baik dalam bidang kesehatan maupun 

dalam bidang pemerintahan. Implementasi atau penerapan serta adopsi teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu solusi tepat dan cepat untuk 

menghadapi perkembangan zaman serta akuntabilitas dalam pemerintahan 

(Maulidhia, 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, Pemerintah 

mulai melakukan adopsi teknologi pendekatan baru menuju transformasi digital 

dalam pelayanan publik yang burwujud dalam kebijakan nasional reformasi 

administrasi. Orientasi baru pelayanan publik dapat memberikan motivasi dan 

tujuan bagi otoritas pusat dan daerah sebagai salah satu implementasi transformasi 

digital yaitu e-government.   

Implementasi e-government atau adopsi teknologi dalam bidang pemerintahan 

atau pelayanan publik merupakan salah satu bentuk revolusi yang menyertai 

pengetahuan masyarakat. E-Government adalah bidang studi yang relatif baru di 

bidang Sistem Informasi yang berkaitan dengan penggunaan TIK oleh Instansi 

Pusat untuk menyampaikan layanannya secara elektronik (Muhannad Al-Shboul et 

al., 2014). E-government memiliki tujuan memberikan kenyamanan dan efisiensi 

dalam penyediaan akses publik atau layanan Pemerintah kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi dan sebagai alat atau sarana komunikasi dalam proses 

perkembangan negara.  

Menurut Jaya (2014) Pemerintah Indonesia telah berencana untuk menerapkan 

inovasi e-government sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia 

No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan e-government” dengan didukung Strategi 

Nasional Pengembangan e-government. PeGI atau Pemeringkatan e-Government 

Indonesia adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan efisiensi dan 

efektifitas implementasi teknologi dalam pelayanan publik di pemerintahan, 

kegiatan tersebut diselenggarakan secara periodik oleh Kementerian Kominfo 
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(Napitupulu, 2017). Implementasi e-government atau PeGI yang dijalankan dalam 

tanggung jawab Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 

Regulasi terkait diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

“Keterbukaan Informasi Publik” serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 

tentang “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”. 

Di Indonesia, implementasi e-government saat ini yaitu SPBE. Sistem 

Pemerintaan Berbasis Elektronik atau SPBE juga diatur dalam Peraturan Presiden 

No. 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan layanan pemerintahan 

yang diselenggarakan sebagai bentuk implementasi teknologi digital. 

Penyelenggaraan SPBE ditujukan agar dapat memberi layanan yang terbaik secara 

efisien dan akuntabilitas kepada masyarakat atau penggunanya. Indonesia yang 

memiliki geografis luas dapat memanfaatkan SPBE karena informasi yang 

disajikan dan dapat berkomunikasi tanpa adanya keterbatasan. Rencana dan 

anggaran dana SPBE yang dikoordinasi serta dalam tanggung jawab perangkat 

daerah di bidang perncanaan telah ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah dalam 

Pasal 22 pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik”. Dengan ditetapkannya Perpres tentang SPBE, penilaian 

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) sudah beralih ke SPBE dan tidak 

dilaksanakan lagi. Selanjutnya, penilaian e-government di Indonesia 

diselenggarakan dengan melalui proses evaluasi implementasi SPBE yang 

dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Nasional terutama Kementerian PAN-RB 

bersama dengan Kemenkominfo. 

Implementasi e-government di Indonesia telah dijalankan dengan penerapan 

PeGI yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo serta hingga saat ini implementasi e-

government yaitu SPBE yang dilaksanakan secara bersama oleh tim SPBE Nasional 

terutama Kementerian PAN-RB bersama dengan Kemenkominfo. Terkait kesiapan 

dan kematangan dalam pernerapan e-government  di Indonesia menurut Aritonang 

(2017) e-government di Indonesia masih belum bisa berjalan secara maksimal tanpa 

adanya keterkaitan atau keikutsertaan program reformasi birokrasi secara 

menyeluruh serta terdapat faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam 

penerapan e-government di Indonesia yaitu, budaya kerja organisasi yang 
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konvensional, kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengelolaan e-

government, anggaran yang ketat dan terbatas, dan pengakuan atau kontribusi dari 

masyarakat yang masih rendah. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafi’ah 

(2022) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Wonogiri. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE 

baik dari segi struktur, infrastruktur maupun suprastruktur yaitu seperti topografi 

wilayah, sarana prasarana, sumber daya manusia, digitalisasi dan kebijakan 

Pemerintah dalam melakukan implementasi e-government. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi e-

government di Indonesia yaitu analisis regulasi tentang penerapan e-government 

serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang digunakan 

selama lima tahun terakhir menggunkan metode kualitatif studi kasus dengan data 

yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder seperti regulasi yang dikerluarkan 

oleh Pemerintah/Instansi Pusat. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang digunakan berdasarkan pada latar belakang yang telah 

dipaparkan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran regulasi pada tahapan implementasi e-government yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia selama lima tahun terakhir? 

2. Bagaimana indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government 

selama lima tahun terakhir? 

 

1.3. Batasan Masalah  

Penelitian ini menggunakan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat. 

2. Data indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu pada wilayah Jawa Tengah. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

        Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini telah mengacu pada rumusan 

masalah sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui gambaran regulasi pada tahapan implementasi e-

government yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia selama lima tahun 

terakhir.  

2. Untuk menganalisis indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-

government yang digunakan selama lima tahun terakhir. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun 

manfaat secara praktis. 

1. Akademis  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 

konkrit dan dapat memberikan kontribusi secara teoretis mengenai 

implementasi e-governmnet di Indonesia serta dapat menjadi rujukan untuk 

pihak lain atau penelitian yang akan mendatang. 

2. Praktis 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

Stakeholder beserta Tim Koordinasi implementasi e-governmnet di Indonesia 

khususnya Pemerintah Pusat yaitu Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah 

Daerah (K/L/D) dalam optimalisasi penerapan dan  pencapaian Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

        Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab, yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan  

Bab 1 menarasikan dan memaparkan terkait latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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2. BAB II Tinjauan Pustaka  

Bab 2 menjelaskan penjelasan pustaka yang digunakan sebagai referensi, 

tinjauan penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian. 

3. BAB III Metodologi Penelitian  

Bab 3 menjelaskan tahapan dalam penelitian yang berisi desain penelitian 

meliputi langkah-langkah pekerjaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan 

penelitian yang terbagi menjadi empat langkah utama yaitu, perencanaan, 

pengambilan dan pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil dan 

pembahasan. 

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab 4 ini menjelaskan tentang analisis data penelitian dengan menggunakan 

metode kualitatif studi kasus untuk menjawab permasalahan yang diteliti, kemudian 

menginterpretasikan dan menggabungkan hasil penelitian ke dalam kumpulan 

pengetahuan yang sesuai. 

5. BAB V Penutup 

Bab 5 penutup berisi kesimpulan, saran dan uraian untuk penelitian yang 

sebaiknya dilakukan lebih lanjut. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan dan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

      Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan 

rujukan, referensi serta pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu tersebut seperti dalam Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian 1 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“The Impact of E-Government System on Public Service 

Quality in Indonesia” 

(Aritonang, 2017) 

Tujuan Penelitian Mengetahui gambaran terkait perkembangan sistem e-

government di Indonesia  serta usaha dan kontribusi 

Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan 

publik melalui e-government 

Metode Penelitian Kualitatif  deskriptif 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

E-Government di Indonesia masih belum bisa berjalan 

secara maksimal tanpa adanya keterkaitan atau 

keikutsertaan program reformasi birokrasi secara 

menyeluruh serta terdapat faktor yang dapat memberikan 

pengaruh dalam penerapan e-government di Indonesia 

yaitu, budaya kerja organisasi yang konvensional, kualitas 

sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengelolaan 

e-government, anggaran yang ketat dan terbatas, dan 

pengakuan atau kontribusi dari masyarakat yang masih 

rendah 

Perbedaan Penelitian ini menganalisis kesiapan dan kematangan serta 

gambaran proses perkembangan implementasi e-

government di Indonesia  
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Penelitian 2 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“Analisa Peraturan terkait Teknologi Informasi 

Tingkat Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 

dengan Metode K-Means” 

(Wicaksono et al., 2020) 

Tujuan Penelitian Mengetahui gambaran tentang peraturan perundang-

undagan terkait penerapan teknologi informasi berdasrkan 

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 pada setiap daerah 

di provinsi Jawa Barat 

Metode Penelitian Kuantitaif dengan pendekatan deskriptif 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

Peraturan terkait penerapan teknologi informasi yang 

berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tidak 

diterapkan secara menyeluruh di daerah Jawa Barat karena 

Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tentang 

teknologi informasi tersebut hanya beberapa dan tidak 

semua daerah membuat peraturan perundang-undangan 

yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 

2018. 

Perbedaan Penelitian ini melakukan analisis terkait gambaran/proses 

perkembangan implementasi e-government di Indonesia 

yaitu merujuk pada regulasi atau peraturan perundang-

undagan yang dikeluakan oleh Pemerintah/Instansi Pusat  

Penelitian 3 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“The implementation of e-government in Indonesia” 

(Utama, 2020) 

Tujuan Penelitian Melakukan analisis terkait efisiensi kualitas penerapan 

sistem informasi dan teknologi untuk implementasi e-

government dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

administrasi publik pada instansi Pemerintah.  

Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

Penerapan TI dalam optimalisasi penerapan e-government 

di Indonesia diterapkan dengan adanya situs website untuk 

memberikan informasi atas kinerja Pemerintah kepada 

masyarakat serta kualitas pelayanan dan administrasi 

publik, transparansi, dan akuntabilitas dapat meningkat 

bagi instansi Pemerintah khususnya teknologi informasi di 

pemerintahan 

Perbedaan Penelitian ini menganalisis kesiapan dan kematangan 

implementasi e-government di Indonesia berdasarkan 

regulasi yang telah ditetapkan dan indeks/pengukuran 

yang digunakan sebagai pengukuran keberhasilan 

Penelitian 4 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“Implementasi dan Perkembangan E-Government di 

Indonesia” 

(Jaya, 2014) 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui terkait penerapan dan sejauh mana 

perkembangan e-government di Indonesia dengan 

berbagai indicator 

Metode Penelitian Deskriptif melalui studi literatur dan penggunaan 

indikator waseda, UN, Brown dan PeGI untuk mengukur 

tingkat perkembangan e-government di Indonesia 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

Perkembangan e-government berdasarkan beberapa 

mapping sebagai indikator dapat menjelaskan bahwa e-

government di Indonesia pada tahap pematangan dalam 

serta optimalisasi infrastruktur dan anggaran dalam upaya 

penerapan e-government secara maksimal 

Perbedaan Penelitian ini menganalisis kesiapan dan kematangan 

implementasi e-government di Indonesia berdasarkan 

indeks/pengukuran keberhasilan implementasi yang 

diterapkan selama lima tahun terakhir 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Penelitian 5 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“Challenges of Implementing an Electronic-Based 

Government System in Local Governments” 

(Nafi’ah, 2022) 

Tujuan Penelitian Untuk untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi 

oleh Pemerintah Daerah Wonogiri dalam melaksanakan 

SPBE 

Metode Penelitian Metode kualitatif dan pengumpulan data melalui proses 

wawancara dengan informan di lingkungan Pemerintah 

Daerah Wonogiri dan dengan analisis dokumen 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 

banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE baik dari segi 

struktur, infrastruktur maupun suprastruktur yaitu seperti 

topografi wilayah, sarana prasarana, sumber daya 

manusia, digitalisasi dan kebijakan 

Perbedaan Penelitian ini menganalisis gambaran proses 

perkembangan terhadap implementasi e-government 

dalam lingkup nasional yaitu melakukan analisis terhadap 

kesiapan dan kematangan implementasi e-government 

berdasarkan regulasi Pemerintah Indonesia dan 

indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-

government yang digunakan selama lima tahun terakhir 

Penelitian 6 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“Challenges and Factors Affecting the Implementation 

of E-Government in Jordan” 

(Muhannad Al-Shboul et al., 2014) 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tantangan dan faktor organisasi dalam 

adopsi layanan e-Government di negara berkembang 

khususnya di Yordania 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Metode Penelitian Kualitatif dengan metode wawancara untuk memperoleh 

sumber data 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

Faktor beserta tantangan yang dapat memberikan 

pengaruh secara signifikansi terhadap implementasi 

layanan e-Government di Yordania yaitu terkait anggaran 

serta biaya keuangan, sumber daya manusia, pengaruh 

budaya dan sosial, implementasi teknologi yang kurang 

baik, kesadaran yang kurang, penolakan Pegawai 

Pemerintah, serta keamanan data 

Perbedaan Penelitian ini menganalisis gambaran proses 

perkembangan terhadap implementasi e-government di 

Indonesia berdasarkan regulasi Pemerintah pada lima 

tahun terakhir, serta melakukan analisis terhadap kesiapan 

dan kematangan implementasi e-government berdasarkan 

regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

Penelitian 7 

Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 

“Penelitian e-Government di Indonesia: Studi 

Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi 

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)” 

(Masyhur, 2017) 

Tujuan Penelitian Untuk melakukan pemetan, pengelompokkan, dan 

melakukan kajian berdasarkan  hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dan yang memiliki tema e-

government berdasarkan sudut pandang Pemeringkataan 

e-government Indonesia atau PeGI dengan lima 

dimensinya 

Metode Penelitian Metode penelitian eksploratif dengan studi literatur 

sistematis 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Hasil Penelitian 

dan Kesimpulan  

Implementasi dimensi pada PeGI dapat digunakan untuk 

eksplorasi dalam penerapan e-government dari berbagai 

sudut pandang dimensi PeGI dapat menjadi acuan dalam 

penilaian e-government  karena lebih efektif  

Perbedaan Penelitian ini menganalisis gambaran proses 

perkembangan implementasi e-government di Indonesia 

berdasarkan regulasi Pemerintah, dengan perkembangan 

implementasi e-government di Indonesia sampai saat ini 

yaitu PeGI dan SPBE 

  

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, terdapat pendukung atau bukti 

bahwa tantangan dalam implementasi atau perwujudan e-government di Indonesia 

masih belum bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan program 

reformasi birokrasi secara menyeluruh serta terdapat faktor permasalahan yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi e-government di Indonesia 

menurut Aritonang (2017), yaitu budaya kerja organisasi yang konvensional, 

kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengelolaan e-government, 

anggaran yang ketat dan terbatas, dan pengakuan atau kontribusi dari masyarakat 

yang masih rendah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Nafi’ah (2022), 

menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE baik dari 

segi struktur, infrastruktur maupun suprastruktur yaitu seperti topografi wilayah, 

sarana prasarana, sumber daya manusia, digitalisasi dan kebijakan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian tersebut dengan 

berfokus pada regulasi dan implementasi e-government di Indonesia pada tahun 

2017-2022, yaitu melakukan analisis terkait gambaran proses dan tahapan 

implementasi e-government Indonesia serta indeks/pengukuran keberhasilan 

implementasi e-government yang digunakan selama lima tahun terakhir 

berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  
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2.2.Dasar Teori  

 Dasar teori adalah penjelasan terkait konsep awal yang menjadi landasan 

atau dasar teori pengetahuan yang memiliki hubungan terkait proses pada penelitian 

ini. 

2.2.1. E-Government (Electronic Government)  

E-Government adalah sarana implementasi teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bidang pemerintahan secara inovatif guna optimalisasi proses 

pelayanan publik terutama dalam bentuk sistem aplikasi maupun website (Presiden 

et al., 2003). E-Government memiliki fungsi sebagai salah satu alat penyedia akses 

layanan publik dalam bentuk website maupun sistem atau aplikasi yang dapat 

digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan memperoleh layanan 

publik. Penerapan e-government juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan dapat memberikan kesempatan dalam berpartisipasi dengan lembaga 

dan proses demokrasi di sektor publik dalam mengadopsi teknologi. Penerapan e-

government atau adopsi teknologi dalam bidang pemerintahan atau pelayanan 

publik merupakan salah satu bentuk revolusi yang menyertai pengetahuan 

masyarakat karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparasnsi serta dapat 

menyertakan masyarakat untuk turut melakukan evaluasi terkait kinerja 

pemerintahan (Mohammad et al., 2009). 

Electronic Government/e-government yaitu pemakaian suatu teknologi 

informasi pemerintahan untuk memberi layanan serta informasi kepada masyarakat. 

E-Government menurut Indrajit (2006) dalam (Dr. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom. et 

al., 2017) memiliki 4 cakupan meliputi: 

1. Government to Government (G2G) hubungan antara beberapa Pemerintah. 

Hubungan ini memiliki tujuan dengan maksud agar bisa memenuhi beberapa 

informasi yang Pemerintah butuhkan, serta mempercepat dan mendorong 

kerjasama antar Pemerintah terkait.  

2. Government to Business (G2B) yaitu hubungan antara Pemerintah - bisnis 

hal tersebut karena dibutuhkan hubungan baik antar keduanya. Tujuan dari ini 

adalah untuk memudahkan berbisnis dari kalangan pebisnis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

13 
 

3. Government to Citizen (G2C) merupakan hubungan antara Pemerintah 

dengan Warga. Hubungan ini bertujuan agara bisa memperbaiki hubungan 

Pemerintah dengan Warga serta untuk menyederhanakan Warga dalam menelaah 

suatu informasi atas pemerintahan (Fang & Ph, 2002). 

4. Government to Employee (G2E) merupakan hubungan antara Pemerintah 

dengan Karyawan atau Pegawai mencakup kegiatan dan layanan antara unit 

Pemerintah dan Karyawan. Bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan 

kemampuan TI di antara Pegawai Pemerintah untuk memberikan layanan yang 

efisien dan hemat biaya. 

E-government yaitu Information, Communication and Technology (ICT) 

yang diterapkan di bidang pemerintahan agar lebih baik atau lebih jelasnya adalah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya melalui penerapan teknologi internet 

dan situs (Gao & Lee, 2017). 

Tujuan peningkatan E-government yang ada di Indonesia  menurut (Presiden et al., 

2003) yaitu: 

1. Membentuk sebuah jejaring informasi serta kesepakatan layanan publik yang 

memiliki nilai dan cakupan yang bisa membuat warga puas dan bisa 

menjangkau semua indonesia yang setiap waktu tanpa batasan dan minim biaya. 

2. Membentuk saling melakukan aksi bersama dunia usaha agar dapat terjadi 

peningkatan kapasitas untuk menemui persilihan perniagaan internasional. 

3. Membentuk proses dan media wacana bersama institusi suatu negara dan 

pengadaan sarana percakapan publik untuk warga supaya bisa berperan dalam 

pembuatan kebijaksanaan suatu negara. 

4. Membentuk proses manajemen serta sistem pekerjaan yang efisien serta 

transparan dan juga melancarkan perjanjian dan pelayanan antara Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah Otonom.  

Implementasi e-Government mengacu pada pemerintahan dalam penerapan 

TIK untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan atau administrasi publik 

dengan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan telah menjadi komponen utama 

reformasi administrasi publik selama dua dekade terakhir, dan penggunaan TIK 

untuk menghasilkan peningkatan layanan telah menjadi pendorong utama aktivitas 
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e-government. Secara khusus penggunaan Internet telah memberikan dorongan 

besar untuk layanan yang berorientasi pada masyarakat dan penggunaan layanan 

online menjadi bagian dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk 

meningkatkan minat masyarakat terutama dalam e-government. Terdapat beberapa 

model tahapan yang menggambarkan evolusi pelayanan publik serta dapat 

digunakan ntuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan e-government di beberapa 

negara yaitu seperti pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan e-government 

Tabel 2.2 merupakan model pengembangan e-government oleh Al-Hakim, 

(2007) model tersebut terdiri dari beberapa tahapan dari penyediaan informasi yang 

sederhana hingga layanan yang lebih kompleks. Semua model ini membagi 

pengembangan e-government menjadi beberapa tahap dari penyediaan informasi 

yang sederhana hingga layanan yang lebih kompleks. Semuanya dimulai dengan 

tahap memberikan informasi kepada publik. Hanya model United 

Nations/American Society for Public Administration (UN/ASPA) yang membagi 

tahap ini menjadi dua tingkat yang berbeda/terpisah: muncul dan ditingkatkan. 

Setelah itu, model mulai berbeda satu sama lain dengan cara yang lebih substansial.  
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Kantor Audit Nasional Australia (ANAO), Badan Pengembangan Administratif 

Swedia (SAFAD), dan UN/ASPA melanjutkan dengan tahap interaksi di mana ada 

peningkatan interaksi antara situs web lembaga dan klien. Layne dan Lee (2001) 

melanjutkan tahap kedua dengan transaksi, dimana sistem internal administrasi 

publik terintegrasi dengan situs Web. Tahap ini sesuai dengan tahap ketiga dalam 

model ANAO dan SAFAD atau tahap keempat dalam model UN/ASPA. 

Sebaliknya model Capgemini menghadirkan beberapa perbedaan karena tahap 

keempat (transaksi) sesuai dengan tahap ketiga (sebagian) dan keempat dari model 

ANAO atau SAFAD. 

 

2.2.2. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 

 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah salah satu bentuk 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang 

diselenggarakan untuk memberikan layanan yang ditujukan kepada pengguna 

layanan SPBE maupun masyarakat. Tujuan adanya Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) yaitu sebagai perwujudan tata kelola pemerintah agar efektif, 

bersifat transparansi, dan akuntabilitas hal tersebut tercantum dalam hal 

menimbang dalam Perpres Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018. (Republik 

Indonesia, 2018). Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu 

wujud dalam penerapan e-government. SPBE terdiri dari berbagai unsur seperti 

pada Gambar 2.1 berikut 

 

Gambar 2.1 Unsur-unsur SPBE 

Unsur-unsur atau domain pada SPBE terdiri dari Rencana Induk SPBE 

Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, 
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Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan 

SPBE dan Layanan SPBE. Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang 

digunakan untuk memastikan keterpaduan layanan. Arsitektur SPBE Nasional 

memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan keterpaduan rencana dan 

anggaran, integrasi proses bisnis, integrasi data/informasi, integrasi infrastruktur 

SPBE, integrasi aplikasi SPBE, keterpaduan keamanan SPBE, serta integrasi 

layanan SPBE. Sedangkan manajemen SPBE merupakan proses untuk mencapai 

pelaksanaan secara efisien, efektif, dan berkesinambungan serta menghasilkan 

layanan yang berkualitas. 

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang terdapat pada penerapan SPBE yang 

dapat menunjukkan tingkat kematangan institusi pusat maupun dalam 

pemerintahan daerah dalam melakukan penerapan SPBE. Nilai dari indeks SPBE 

adalah hasil dari perhitungan secara keseluruhan yang diperoleh berdasrkan 

perhitungan dari nilai semua “domain dengan bobot domain, serta skala data yang 

berupa rasio (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, 

2020).” 

Nilai indeks SPBE merupakan persentase nilai hasil evaluasi pemantauan  

dan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengukur 

tingkat kematangan (maturity level). Pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE 

telah ditetapkan pada peraturan MenPAN-RB No. 59 tahun 2020 tentang 

“Manajemen dan Evaluasi SPBE”. Dalam peraturan tersebut, pemantauan dan 

evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan implementasi yang 

terdiri dari dua kriteria yaitu kriteria tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas 

proses dan kriteria tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas layanan. Tingkat 

kematangan yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. 

Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Tabel 2.3 dan 2.4 yang merupakan tingkat kematangan 

penerapan SPBE berdasarkan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan dapat 

diketahui bahwa masing-masing kapabilitas memiliki lima tingkatan, yaitu tingkat 

1-5. Pada kepabilitas proses yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 terdiri dari lima 

tingkat, dengan kriteria 1-5 berturut-urut yaitu, Rintisan, Terkelola, Terdefinisi, 

Terpadu dan Terukur, serta tingkat ke-5 yaitu Optimum, sedangkan pada 

kapabilitas layanan masing-masing tingkatan dari terendah ke tertinggi terdiri dari 

Informasi, Interaksi, Transaksi, Kolaborasi, dan Optimum. 
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 Pelaksanaan SPBE Nasional agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien diperlukan keterpaduan koordinasi antar Kementrian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya sehingga dibentuklah beberapa tim 

koordinator dari Pemerintah Pusat sepirti pada Gambar 2.2 berikut  

 

Gambar 2.2 Tim Koordinasi SPBE Nasional 

 Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE 

Nasional yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait seluruh aktivitas 

SPBE Nasional, proses bisnis pemerintahan, serta menetapkan aplikasi umum. 

Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk melakukan koordinasi 

dalam pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur TIK, serta kebijakan 

umum audit TIK. Menteri PPN/Bappenas memiliki tugas untuk melakukan 

koordinasi dalam perencanaan SPBE K/L dan Nasional, serta koordinasi tata kelola 

data. Kepala BSSN memiliki tugas dalam bidang keamanan SPBE seperti 

melakukan penyusunan standar keamanan SPBE Nasional serta audit keamanan 

SPBE. Kepala BPPT memiliki tugas untuk melakukan audit Infrastruktur SPBE 

Nasional dan Aplikasi Umum serta melaksanakan manajemen pengetahuan dan 

teknologi. Menteri Keuangan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam 

penganggaran SPBE K/L dan Nasional. Serta Menteri Dagri memiliki tugas untuk 

melakukan koordinasi proses bisnis dan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah. 
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Rancangan perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Peta Penerapan SPBE  

Berdasar pada Gambar 2.3 terkait tahap penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dari tahun 2018-2025 dibagi menjadi dua 

tahap besar yaitu, tahap pembangunan fondasi SPBE yaitu pada tahun 2018-2022 

dan tahap pengembangan SPBE pada tahun 2023-2025. 

2.2.3. PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 

 Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan salah satu 

bentuk penerapan atau perwujudan e-government di Indonesia yang memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dengan pengembangan 

dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta sebagai evaluasi 

implementasi e-government dalam masing-masing wilayah dalam bentuk 

pemetaan. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 menerbitkan terkait kebijakan 

pengembangan e-government serta kebijakan lainnya terkait instruksi pembentukan 

lembaga yang terlibat dalam pengembangan e-government yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Masyhur, 2017).  

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) terdiri dari lima dimensi 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Dimensi Kebijakan 

Dasar pokok terhadap penerapan dan pengembangan e-government yaitu 

dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan dapat berupa beberapa dokumen resmi yang 

berisi program kerja, pemetaan tujuan, serta penduan atau pengaturan terkait 

penerapan dan pengembangan e-government di instansi.  

2. Dimensi Kelembagaan 

Dimensi kelembagaan merupakan dimensi yang memiliki keterkaitan terhadap 

organisasi yang berwewenang dan bertanggungjawab dalam pemanfaatan dan 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Dimensi Infrastruktur 

Dimensi infrastruktur adalah dimensi yang memiliki kaitan dengan alat dan 

fasilitas yang digunakan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

4. Dimensi Aplikasi 

Dimensi aplikasi merupakan dimensi yang memiliki kaitan dengan ketersediaan 

software atau sistem yang dapat mendukung layanan elektronik public atau e-

government baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

5. Dimensi Perencanaan 

Dimensi perencanaan merupakan dimensi yang  memiliki kaitan dengan tata 

kelola yang dilakukan secara berkesinambungan dalam perencanaan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

2.2.4. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020), merupakan metode penelitian 

kualitatif atau metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam 

kondisi alamiah. Untuk bagiannya, Penelitian Kualitatif menurut Creswell (2014) 

adalah jenis penelitian yang menggali dan memahami makna dari serangkaian 

individu atau kelompok orang berdasarkan masalah sosial. 
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Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulatif (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif dan penelitian kualitatif. hasilnya menekankan 

makna daripada generalisasi. Berikut adalah gambar desain penelitian kualitatif 

menurut Creswell (2014) yang dapat digunakan untuk analisis data. 

 

Gambar 2.4 Desain Penelitian Kualitatif (Creswell, 2014) 

 Pada Gambar 2.4 merupakan desain penelitian kualitatif oleh Creswell 

(2014) yang digunakan sebagai langkah untuk melakukan analisis data. Langkah 

tersebut dimulai dengan pengumpulan data yang dapat berupa catatan atau gambar, 

kemudian melakukan validasi terhadap keakuratan informasi yang didapatkan yaitu 

dengan langkah awal melakukan pengorganisasian dan persiapan untuk analisis 

data, memastikan ulang semua data yang diperoleh, melakukan pengelompokan 

data, setelah itu menentukan model analisis penelitian kualitatif yang sesuai 

berdasarkan data misalnya, grounded theory atau studi kasus, dan yang terakhir 

melakukan analisis data. 
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2.2.4.1. Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif  

Menurut Creswell (2014) dalam pendekatan kualitatif, terdapat lima desain atau 

jenis penelitian diantaranya, yaitu: 

1. Narrative research, desain penelitian tentang mempelajari kehidupan 

individu dengan bercerita tentang kehidupan mereka dari sudut pandang satu atau 

lebih individu serta informasi yang diperoleh digunakan sebagai referensi dan 

dipulihkan ke dalam kronologi anarratif.  

2. Phenomenology, penelitian fenomenologi sering diadopsi sebagai metode 

yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang dialami oleh individu 

atau dirinya sendiri. 

3. Grounded theory, desain penelitian yang berasal dari sosiologi. Teori 

abstrak umum berdasarkan suatu proses, tindakan, atau interaksi pandangan orang 

yang berpartisipasi. Dalam beberapa tahap pengumpulan dan penyempurnaan data, 

serta tahap untuk keterkaitan informasi dapat melibatkan penggunaan beberapa 

partisipan.  

4. Ethnographies, penelitian etnografi berkaitan dengan antropologi dan 

sosiologi, yaitu untuk memahami pola perilaku, bahasa, dan budaya bersama di 

dalam kelompok dalam pengaturan alami selama periode waktu yang lama. 

Pendekatan ini cenderung mengadopsi etnografi dan wawancara. 

5. Case Study, penelitian studi kasus menjadi metode yang diperlukan untuk 

banyak disiplin ilmu, dan digunakan untuk mengembangkan analisis kasus dengan 

memeriksa program, peristiwa, aktivitas, atau proses. Studi kasus harus dibatasi 

oleh waktu dan aktivitas. 

2.2.4.2. Penelitian Case Study 

Studi kasus adalah penyelidikan mendalam yang mengkaji dan 

menganalisis terkait peristiwa atau fenomena tertentu melalui penerapan beberapa 

metode dan pendekatan untuk mendapatkan temuan yang sesuai (Al-Saaidy, 2020). 

Penelitian yang menggunakan metoode studi kasus bersifat empiris dengan 

mengumpulkan data yang dikumpulkan di lapangan dengan melakukan analisis 

dokumenter kepustakaan, dan dokumen internal yang disediakan oleh organisasi. 

Pengumpulan data dari berbagai jenis berkontribusi pada keandalan. Berikut 
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merupakan salah satu langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yang didesain 

oleh Satolo et al., (2020). 

 

Gambar 2.5 Desain Penelitian Studi Kasus (Satolo et al., 2020) 

 Dalam Gambar 2.5 tersebut terdapat lima langkah dalam penelitian studi 

kasus menurut Satolo et al., (2020) yaitu dimulai dengan langkah pertama 

menentukan kasus atau pemilihan kasus yang akan diteliti, langkah kedua yaitu 

menentukan prosedur dalam pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pemilihan instrument untuk pengumpulan data, setelah itu menganalisis data yang 

diperoleh, dan langkah yang terakhir yaitu menganalisis solusi dan memaparkan 

hasil terkait topik yang digunakan dalam penelitian.  

 

2.3. Integrasi Keilmuan 

Integrasi keilmuan bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar ilmu yaitu 

ilmu terapan dengan ilmu agama. Ilmu terapan berupa ilmu pengetahuan yang pada 

dasarnya telah berpusat dan merujuk pada kitab suci Al-Quran dan assunnah. Untuk 

dapat mengetahui keterkaitan judul penelitian dalam perspektif Islam, maka 

dilakukan wawancara kepada bapak Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum. 
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beliau merupakan salah satu dosen filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, wawancara tersebut dilakukan pada hari Jumat, 23 September 2022.  

Penelitian ini berjudul “Analisis terhadap Kesiapan dan Kematangan 

Implementasi e-Government di Indonesia” dengan topik utama e-government yang 

merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam mengadopsi teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai bentuk optimalisasi tanggung jawab Pemerintah atau 

Pemimpin kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan firman 

Allah SWT dan Hadits sebagai berikut: 

1. Surah An-Nisa’ ayat 58  

 

 

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” Surah An-Nisa’ ayat 58 menjelaskan tentang 

tanggung jawab Pemimpin (Pemerintah) dalam mengemban amanah secara baik 

serta berlaku adil dalam memimpin masyarakat, dalam hal ini implementasi e-

government sebagai salah satu bentuk Pemerintah dalam menjalankan amanah serta 

kualitas pelayanan dan administrasi publik dapat meningkat dengan adopsi 

teknologi informasi dan komunikasi.  

2. Surah Al Anfal ayat 27 

  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui” 

 Surah Al Anfal ayat 27 menjelaskan tentang amanat yang telah 

dipercayakan dalam konteks pemimpin yaitu pemerintahan yang mengemban 

amanat masyarakat yang telah dipercayakan kepada Pemerintah sehingga dalam 
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implementasi e-government dapat mempermudah pemerintahan untuk 

mengamalkan maksud dari surah ini, karena dengan adanya penerapan e-

government diharapkan dapat memudahkan Pemerintah dalam mengemban amanah 

dan tanggung jawab yang telah diberikan atau dipercayakan oleh masyarakat 

sehingga dapat bersifat transparansi dan akuntabilitas. 

3. Hadits Riwayat Bukhari: 4789 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan 

ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas 

rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak 

juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 

akan dimintai pertanggungjawabannya.”  

Hadits riwayat Bukhari: 4789 merupakan hadits shahih yang menjelaskan 

tentang tanggungjawab pemimpin dalam mengamban amanah karena nanti akan 

dimintai pertanggungjawaban berdasarkan semua hal yang telah dilakukan selama 

menjadi pemimpin. Konteks e-governmnent yang merupakan salah satu bentuk 

optimalisasi pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi di bidang 

pemerintahan dengan hadits tersebut dalam penelitian ini, memiliki garis dengan 

salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam memimpin masyarakat dan negara 

untuk melakukan pelayanan publik secara optimal, akuntabilitas dan tranparansi 

atau secara jujur. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaif yang merupakan 

jenis penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial 

serta digunakan untuk mengembangkan analisis kasus dengan memeriksa program, 

peristiwa, aktivitas, atau proses. Penelitian ini melakukan analisis terhadap 

kesiapan dan kematangan implementasi e-government di Indonesia terutama terkait 

gambaran proses dan tahapan implementasi e-government oleh Pemerintah 

Indonesia serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang 

digunakan selama lima tahun terakhir. Berikut merupakan desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan 

oleh Satolo et al., (2020). 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian  
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Gambar 3.1 merupakan diagram yang menunjukkan desain penelitian ini. 

Desain peneilitian tersebut pada umumnya terbagi menjadi lima bagian yaitu, 

Perencanaan, Prosedur dPengumpulan ldata, Sumber Pengumpulan Data,kAnalisis 

lData, serta Interpretasi nHasil kdan Pembahasan. 

3.1.1. Perencanaan 

         Pada bagian pertama atau perencanaan terdapat dua tahapan yaitu 

identifikasi masalah, dan studi literatur, serta dalam tahap ini pada intinya yaitu 

untuk melakukan case sellection atau dalam penelitian ini proses pemilihan 

masalah yang akan dianalisis. 

3.1.1.1. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dengan 

maksud untuk memperjelas batasan permasalahan agar bahasan dan cakupan dari 

penelitian ini tidak berada di luar ruang lingkup tujuan penelitian. Pada tahap 

peneliti menganalisis studi kasus, mengumpulkan semua informasi yang berkaitan 

dengan objek penelitian serta studi literatur.  

3.1.1.2. Studi Literatur 

Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu studi literatur pada berbagai referensi 

yang berasal dari buku, artikel penelitian atau jurnal, dan beberapa situs yang 

berkaitan dengan masalah dan tujuan penselitian. Dari beberapa referensi tersebut 

dianalisis untuk menyusun tinjauan penelitian terdahulu. Adapun artikel jurnal 

tersebut sebagaimana tertera pada pada Bab 2. 

3.1.2. Sumber Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi pada data sekunder yang 

diperoleh dari beberapa referensi atau literatur, serta menggunakan sumber data 

yang diperoleh dari regulasi terkait e-government seperti undang-undang, peraturan 

Pemerintah, maupun peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan jenis data 

sekunder karena data tersebut diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, 

regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikerluarkan oleh Pemerintah 

Pusat atau Instansi Pusat, hasil Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), dan 

hasil evaluasi SPBE atau indeks SPBE. 
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3.1.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dua tahap yang 

pertama yaitu, pengumpulan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh secara tidak langsung atau biasa disebut dengan data sekunder, proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa 

keyword yang susuai dan akan digunakan dalam proses pencarian atau 

pengumpulan data, kemudian setelah tahap pengumpulan data sekunder maka 

melakukan validasi data. Validasi data pada penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan berasal dari sumber terpercaya. 

3.1.4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan 

pendekatan Studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang 

melakukan penyelidikan mendalam, mengkaji dan menganalisis terkait peristiwa 

atau fenomena tertentu melalui penerapan beberapa metode dan pendekatan untuk 

mendapatkan temuan yang sesuai Creswell (2014). Penelitian ini menerapkan 

metode kualitatif dengan pedekatan studi kasus karena melakukan analisis terkait 

peristiwa atau fenomena tertentu melalui penerapan beberapa metode dan 

pendekatan untuk mendapatkan temuan yang sesuai. 

Analisis data dalam kualitatif deskriptif yaitu proses menganalisa hasil yang 

diperoleh dari pengumpulan data yaitu literatur review dalam hal ini biasa disebut 

dengan reduksi data. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus bersifat 

empiris dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan di lapangan dengan 

melakukan analisis dokumenter kepustakaan, dan dokumen internal yang 

disediakan oleh organisasi. 

Proses analisis data dalam penelitian ini dengan menentukan 4 topik yang 

berkaitan dengan e-government, hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah 

untuk melakukan analisis data berdasarkan perkembangan regulasi yang telah 

ditetapkan atau dikeluarkan. Penentuan 4 topik tersebut diperoleh berasal dari 

telusur dokumen pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan dengan memerhatikan pada item “mengingat” dengan kriteria pada 

setiap topik sebagai berikut: 
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1. Topik e-Government dengan memerhatikan regulasi yang mengingat Instruksi 

Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government”. 

2. Topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memerhatikan 

regulasi yang mengingat Peraturan Presiden No. 95 tentang “Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik”. 

3. Topik Pelayanan Publik dengan memerhatikan regulasi yang mengingat 

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik” dan/atau 

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. 

4. Topik Teknologi Informasi dengan memerhatikan regulasi yang mengingat 

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi 

Elektronik”. 

Data yang telah dianalisis kemudian direduksi. Reduksi data adalah 

membuat gambaran yang lebih rinci dan jelas dengan rangkuman pokok dan fokus 

pada hal yang penting dari data yang diperoleh. Tahap display data yang merupakan 

langkah untuk melakukan penyajian data yang telah direduksi. Sedangkan dalam 

penelitian ini, Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa teks yang 

bersifat narasi efektif dan dalam bentuk uraian singkat. 

3.1.5. Interpretasi Hasil dan Pembahasan 

 Interpretasi hasil yaitu pemaparan hasil dari data yang telah dianalisis 

sebelumnya dengan memaparkan untuk dilakukan diskusi terkait analisis 

pembahasan sampai dengan penarikan kesimpulan. Tahap ini memiliki susunan 

mulai dari proses awal identifikasi permasalahan sampai mendapatkan hasil 

penelitian serta kesimpulan dan saran terhadap penelitian berikutnya.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Regulasi E-Government di Indonesia  

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yaitu regulasi atau 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi Pusat. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan judul dari setiap peraturan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat yang berupa peraturan, 

keputusan, maupun instruksi dari Pemerintah/Instansi Pusat. Daftar seluruh 

peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh masing masing 

Pemerintah/Instansi pusat diperoleh dengan kata kunci yang digunakan dalam 

pengumpulan data tersebut yaitu: “e-Government”, “Electronic Government”, 

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, ”SPBE”, “Pelayanan Publik”, 

“Pelayanan Informasi Publik”, “Mal Pelayanan Publik”, “Pusat Data”, “Satu Data”, 

dan “Teknologi Informasi” serta penambahan kata “filetype:pdf” dalam pecarian 

yang digunakan untuk melakukan penyaringan data yang hanya berupa file dengan 

format pdf. Untuk memaksimalkan pengumpulan data, proses pencarian dilakukan 

sampai pada page 3. Hasil pengumpulan data yang diperoleh dari kata kunci yang 

digunakan berdasarkan tahun terdapat pada sub bab berikut. 

4.1.1. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2017 

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 

2017 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 28 yaitu ditunjukkan pada Tabel 

4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Regulasi Pemerintah Tahun 2017 
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4.1.2. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2018 

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 

2018 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 24 yaitu ditunjukkan pada Tabel 

4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Regulasi Pemerintah Tahun 2018 
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4.1.3. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2019 

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 

2019 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 20 yaitu ditunjukkan pada Tabel 

4.3 berikut. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

38 
 

Tabel 4.3 Regulasi Pemerintah Tahun 2019 
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4.1.4. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2020 

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 

2020 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 20 yaitu ditunjukkan pada Tabel 

4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Regulasi Pemerintah Tahun 2020 
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4.1.5. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2021 

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 

2019 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 31 yaitu ditunjukkan pada Tabel 

4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Regulasi Pemerintah Tahun 2021 
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4.1.6. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2022 

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan ditunjukkan 

pada Tabel 4.6 yaitu sebanyak 31 regulasi pada tahun 2022. 
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Tabel 4.6 Regulasi Pemerintah Tahun 2022 
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4.2. Analisis Regulasi 

Hasil dari pengumpulan data berdasarkan kata kunci tersebut agar memudahkan 

dalam analisis hasil terkait gambaran/proses perkembangan e-government di 

Indonesia maka data tersebut dianalisa dengan melakukan pengelompokan 

berdasarkan bahasan regulasi menjadi 4 topik yaitu topik e-Government, Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi. 

Topik pembahasan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau 

Instansi Pusat dari tahun 2017 hingga 2022 seperti pada Tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 Jumlah Topik Regulasi Tahun 2017-2022 

Topik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

E-Government 2 0 0 0 0 0 2 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
0 4 2 10 19 21 56 

Pelayanan Publik 12 11 13 7 6 3 52 

Teknologi Informasi 14 9 5 3 6 7 44 

Total 28 24 20 20 31 31 154 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui secara keseluruhan bahwa regulasi 

tentang e-government pada tahun 2017-2022 secara keseluruhan berjumlah 154. 

Pada tahun 2017 ditemukan regulasi tentang e-government dengan berbagai topik 

sejumlah 28, sebanyak 24 regulasi pada tahun 2018, 20 regulasi pada tahun 2019 

dan 2020, serta 31 regulasi pada tahun 2021 dan 2022. Regulasi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat pada setiap tahunnya memiliki perbedaan jumlah, hal 

tersebut dapat diartikan bahwa setiap tahunnya Pemerintah juga melakukan 

perkembangan dan peningkatan terhadap implementasi e-government. 

Pengelompokan regulasi tentang e-Government menjadi 4 topik bertujuan 

untuk memperjelas proses dan perkembangan implementasi e-Government di 

Indonesia melalui regulasi yang telah ditetapkan atau dikeluarkan pada tahun 2017-

2022. Setiap topik (e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi) memiliki jumlah berbeda pada setiap 

tahunnya, jika dipersentasikan dalam bentuk persen maka dapat dilihat pada Tabel 

4.8.  
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Tabel 4.8 Persentase Topik pada Setiap Tahun 

Topik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % 

E-Government 7.14% 0 0 0 0 0 1.30% 

Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

0 16.67% 10% 50% 61.30% 67.74% 36.36% 

Pelayanan 

Publik 
42.86% 45.83% 65% 35% 19.35% 9.68% 33.77% 

Teknologi 

Informasi 
50% 37.5% 25% 15% 19.35% 22.58% 28.57% 

Total 100% 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahu bahwa, 50% regulasi pada tahun 

2017 membahas tentang teknologi Informasi, regulai tentang peanyanan public 

sebanyak 42.86% ,dan regulasi yang membahas tentang e-government sebanyak 

7.14%.  Pada tahun 2018 topik pelayanan publik menjadi bahasan terbanyak yaitu 

dengan persentase 45.83%, regulasi dengan topik teknologi informasi sebanyak 

37.5%, sedangkan regulasi dengan topik SPBE masih sedikit yaitu dengan 

persentase sebanyak 16.67%. Begitu pula pada tahun 2019, regulasi tentang 

pelayanan publik menjadi topik terbanyak yaitu dengan persentase sebanyak 65%, 

teknologi informasi 25%, serta regulasi tentang SPBE masih sebanyak 10%. 

Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 topik SPBE menjadi bahasan 

terbanyak berturut-turut, yaitu sebanyak 50% di tahun 2020, 61.30% di tahun 2021, 

serta 67.74% pada tahun 2022. 

Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat dalam 

kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2022 tersebut menunjukkan adanya 

perkembangan birokrasi Pemerintah yang membahas tentang e-Government dan 

implementasinya. Regulasi Pemerintah tentang e-government yang bertopik SPBE 

mengalami kenaikan, di mulai pada tahun 2018 hingga 2022. Persentase regulasi 

Pemerintah tentang e-government berdasarkan topik dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Diagram Persentase Regulasi Berdasarkan Topik 

Gambar 4.1 merupakan diagram persentase regulasi yang telah dikeluarkan 

oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat pada Tahun 2017-2022 tentang e-

government dengan 4 topik yaitu e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi. Topik regulasi yang paling 

banyak yaitu regulasi topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu 

sejumlah 56 dari 154 regulasi dengan persentase sebanyak 36.36%. Urutan paling 

banyak kedua sampai keempat berturut turut adalah topik Pelayanan Publik dengan 

persentase sebanyak 33.77%, Teknologi Informasi (28.57%), dan e-Government 

(1.30%). 

Perkembangan regulasi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat tentang e-

government berdasarkan topik yang terjadi pada kurun waktu 2017-2022 dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Regulasi tentang e-Government 

 Regulasi Pemerintah tentang e-government pada tahun 2017-2022 yang 

memiliki persentase paling kecil adalah topik e-Government dengan jumlah 2 dari 

154 Regulasi yaitu yang dikeluarkan pada tahun 2017 saja, hal tersebut terjadi 

dikarenakan keluarnya Peraturan Presiden No. 95 pada tahun 2018 tentang “Sistem 

Pemerintahan berbasis Elektronik”, dengan demikian menunjukkan bahwa 

penerapan e-government di Indonesia berwujud Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). Penjelasan lebih detail mengenai regulasi pada masing-masing 

topik akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.  

4.2.1. E-Government 

e-Government merupakan topik bahasan global dalam penelitian ini, namun 

e-government juga termasuk dalam pengelompokan topik regulasi dengan berdasar 

pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government”, dengan demikian sejak dikeluarkannya Inpres 

tersebut Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) turut berkontribusi 

dalam penerapan e-government. Data regulasi Pemerintah dengan topik e-

Government pada tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari kata kunci 

“e-Government” dan “Electronic Government” dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Grafik Regulasi Topik e-Government 

Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa regulasi 

pemerintah dengan topik e-Government hanya terdapat pada tahun 2017 sebanyak 

2 regulasi yaitu Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasi/ Badan 

Informasi Geospasial No. 45 Tahun 2017 tentang “Tim Kerja Koordinasi Layanan 

E-Government” dan Keputusan Menteri Agama No. 358 Tahun 2017 tentang 

“Pembentukan Tim Percepatan Penerapan E-government Kementerian Agama” 

Tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 regulasi dengan topik e-

Government tidak ditemukan, hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan 

Presiden No. 95 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” di tahun 2018 

yang merupakan salah satu penerapan e-government di Indonesia dengan wujud 

Sistem Pemerntahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

4.2.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi topik pada regulasi 

tentang e-government berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 

tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. SPBE merupakan salah satu 

bentuk implementasi e-government di Indonesia, sejak dikeluarkan Perpres tersebut 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) turut berkontribusi dalam 

penerapan SPBE. Regulasi Pemerintah tentang e-government dengan topik Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2017 sampai dengan 2022 yang 
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diperoleh dari kata kunci “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dan “SPBE” 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Grafik Regulasi Topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Dari Gambar 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa regulasi Pemerintah 

tentang e-government dengan topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

tahun 2017 masih belum ditemukan dan regulasi tersebut mulai ditemukan pada 

tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang 

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Perkembangan regulasi pada tahun 

2018-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya yaitu 

dengan jumlah 4 regulasi di tahun 2018, 2 regulasi di tahun 2019, 10 regulasi di 

tahun 2020, 19 regulasi di tahun 2021, serta 21 regulasi di tahun 2022. Pada tahun 

2019 regulasi tentang SPBE mengalami penurunan. Berdasarkan proses 

pengumpulan data regulasi pada tahun 2019 hal tersebut terjadi karena 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) masih berfokus pada rencana 

pembangunan atau road map birokrasi.  

4.2.3. Pelayanan Publik 

Topik pelayanan publik termasuk dalam pengelompokan regulasi tentang e-

government dengan berdasar pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

“Pelayanan Publik” dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan 

Informasi Publik”. Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dalam 
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implementasi e-government atau SPBE yang tercantum pada Perpres No. 95 tahun 

2018 tentang SPBE yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersifat akuntabilitas dan transparansi. 

Perkembangan regulasi Pemerintah tentang e-government dengan topik Pelayanan 

Publik pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Grafik Regulasi Topik Pelayanan Publik 

 Gambar 4.5 tersebut merupakan grafik perkembangan regulasi dengan topik 

pelayanan publik dari tahun 2017-2022. Data regulasi tersebut diperoleh dari hasil 

pengumpulan data dengan menggunakan kata kunci “Pelayanan Publik”, 

“Pelayanan Informasi Publik”, dan “Mal Pelayanan Publik”. Berdasarkan grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa regulasi dengan topik pelayanan publik dikeluarkan 

pada setiap tahunnya yaitu terdapat 12 regulasi pada tahun 2017, 11 regulasi pada 

tahun 2018, 13 regulasi pada tahun 2019, 7 regulasi pada tahun 2020, 6 regulasi 

pada tahun 2021, dan 3 regulasi pada tahun 2022. Topik pelayanan publik 

cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya, jika berdasarkan proses 

pengumpulan data hal tersebut terjadi karena Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah (K/L/D) lebih berfokus terhadap implementasi e-government atau Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada setiap tahunnya.  
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4.2.4. Teknologi Informasi 

Topik Teknologi Informasi termasuk dalam pengelompokan regulasi tentang e-

government dengan berdasar pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

“Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam Perpres No. 95 tahun 2018 tentang 

SPBE, teknologi informasi merupakan salah satu sarana dalam proses penerapan e-

government atau SPBE yaitu untuk menunjang proses transformasi digital pada 

pelayanan publik. Regulasi terkait e-government dengan topik Teknologi Informasi 

pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini. 

 

Gambar 4.6 Grafik Regulasi Topik teknologi Informasi 

 Gambar 4.6 merupakan grafik perkembangan regulasi dengan topik 

teknologi informasi tahun 2017-2022. Data regulasi tersebut diperoleh dari hasil 

pengumpulan data dengan menggunakan kata kunci “Teknologi Informasi”, “Pusat 

Data”, dan “Satu Data”. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pada 

setiap tahunnya terdapat regulasi dengan topik teknologi informasi yaitu terdapat 

14 regulasi pada tahun 2017, 9 regulasi pada tahun 2018, 5 regulasi pada tahun 

2019, 3 regulasi pada tahun 2020, 6 regulasi pada tahun 2021, dan 7 regulasi pada 

tahun 2022. Regulasi dengan topik teknologi informasi yang dikeluarkan oleh 

Instansi Pusat atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  dengan pembahasan 

paling sering dengan pembahasan tentang penyelenggaraan teknologi aplikasi, tata 

kelola TI, Pusat Data, Satu Data, dan Transformasi Digital. 
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4.3. Analisis Indeks E-Government 

Mengetahui perkembangan implementasi e-government berdasarkan 

indeks/pengukuran keberhasilan selama lima tahun terakhir, dalam penelitian ini 

menggunakan sebagian data yaitu pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 

indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang digunakan 

sebagai acuan perkembangan yaitu data hasil Pemeringkatan e-government 

Indonesia (PeGI) tahun 2017 dan data indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) tahun 2021, keterbatasan data yang digunakan dalam analisis ini 

dikarenakan data PeGI pada tahun 2017 yang masih lengkap dalam pengumpulan 

data yaitu data pada kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta data Indeks SPBE yang 

digunakan hanya pada tahun 2021 untuk menyeimbangkan kuantitas karena pada 

tahun 2020 dan 2019 penerapan SPBE hanya beberapa kabupaten/kota yang 

berkontribusi sehingga indeks SPBE pada provinsi Jawa Tengah belum lengkap, 

serta data evaluasi indeks SPBE tahun 2022 belum diterbitkan  Berikut merupakan 

data indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government yaitu data hasil 

PeGI tahun 2017 dan data indeks SPBE tahun 2021 di kabupaten/kota provinsi Jawa 

Tengah. 

Tabel 4.9 Data Hasil PeGI dan Indeks SPBE 

No Kabupaten/Kota Hasil PeGI Indeks SPBE 

1 Kabupaten Semarang 2.52 2.36 

2 Kabupaten Kendal 2.08 3.27 

3 Kabupaten Demak 2.64 3.19 

4 Kabupaten Grobogan 2.16 2.51 

5 Kabupaten Pekalongan 1.4 2.63 

6 Kabupaten Batang 3.16 3.24 

7 Kabupaten Tegal 1.9 2.55 

8 Kabupaten Brebes 1.56 2.34 

9 Kabupaten Pati 1.96 2.75 

10 Kabupaten Kudus 2.52 2.53 

11 Kabupaten Pemalang 2.22 2.49 

12 Kabupaten Jepara 2.08 3.04 
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Tabel 4.9 Data Hasil PeGI dan Indeks SPBE (lanjutan) 

13 Kabupaten Rembang 2.22 2.76 

14 Kabupaten Blora 1.42 2.8 

15 Kabupaten Banyumas 2.84 2.73 

16 Kabupaten Cilacap 1.4 2.81 

17 Kabupaten Purbalingga 1.64 2.23 

18 Kabupaten Banjarnegara 2.16 2.42 

19 Kabupaten Magelang 1.58 2.67 

20 Kabupaten Temanggung 2.5 2.78 

21 Kabupaten Wonosobo 1.74 2.32 

22 Kabupaten Purworejo 1.86 2.34 

23 Kabupaten Kebumen 2.27 3.05 

24 Kabupaten Klaten 1.36 2.74 

25 Kabupaten Boyolali 0 2.82 

26 Kabupaten Sragen 3.52 3.03 

27 Kabupaten Sukoharjo 2.32 2.93 

28 Kabupaten Karanganyar 1.78 2.4 

29 Kabupaten Wonogiri 1.8 2.8 

30 Kota Semarang 3.4 2.98 

31 Kota Salatiga 1.76 2.34 

32 Kota Pekalongan 3.36 2.82 

33 Kota Tegal 2.02 2.39 

34 Kota Magelang 2.54 2.71 

35 Kota Surakarta 2.12 2.75 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil PeGI 2017 dan Indeks SPBE 2021 di 

kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dapat diketahui yang memperoleh nilai hasil 

PeGI tertinggi yaitu kabupaten Sragen dengan hasil PeGI 3.52. sedangkan 

kabupaten/kota dengan nilai indeks SPBE tertinggi yaitu kabupaten Kendal dengan 

nilai indeks 3.27. Rata-rata hasil PeGI yang diperoleh pada setiap kabupaten/kota 
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yaitu dengan nilai 2.1, sedangkan indeks SPBE yang diperoleh dengan rata-rata 2.7. 

Jika berdasarkan rata-rata PeGI dan SPBE dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Diagram Rata-rata SPBE dan PeGI 

Dari Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota di 

Jawa Tengah yang memiliki nilai hasil PeGI rendah nilai indeks SPBE yang 

diperoleh tinggi atau menjadi meningkat. Sehingga perkembangan implementasi e-

government di Jawa Tengah dapat dikatakan cukup signifikan. 

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan terkait perkembangan e-

government pada lima tahun terakhir maka dilakukan perbandingan data, yaitu 

antara nilai hasil PeGI dengan nilai indeks SPBE. Sedangkan pada hasil PeGI tahun 

2017 kabupaten Boyolali tidak diketahui atau tidak ditemukan, maka dalam proses 

analisis perkembangan berdasarkan nilai hasil PeGI dan nilai indeks SPBE tidak 

disertakan agar hasil analisis dapat diketahui secara jelas. Berikut merupakan 

diagram perkembangan indeks/pengukuran keberhasilan dalam implementasi e-

government. 
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Gambar 4.8 Diagram Perkembangan e-Government 

Dari Gambar 4.8 terkait perkembangan e-government di kabupaten/kota 

provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil PeGI pada tahun 2017 dan nilai indeks 

SPBE pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa rata-rata turunnya indeks yaitu 

sebesar 0.34 sedangkan rata-rata kenaikan indeks pada kabupaten/kota yaitu 

sebesar 0.67. 

Kabupaten/kota di Jawa Tegah yang mengalami perkembangan cukup 

signifikan dengan nilai indeks 3 tertinggi yaitu kabupaten Cilacap, kabupaten Blora, 

dan kabupaten Klaten. Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan atau kenaikan 

nilai 1.41 dengan nilai hasil PeGI 1.40 dan nilai Indeks SPBE 2.81, kabupaten Blora 

mengalami perkembangan atau kenaikan nilai 1.31 dengan nilai hasil PeGI 1.42 

dan nilai Indeks SPBE 2.80, serta kabupaten Klaten mengalami perkembangan atau 

kenaikan nilai 1.38 dengan nilai hasil PeGI 1.36 dan nilai indeks SPBE 2.74. 

Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan nilai dari hasil PeGI dengan nilai 

SPBE yaitu kota Pekalongan -0.54, Kabupaten Sragen -0.49, kota Semarang -0.42, 

kabupaten Semarang -0.16, dan Kabupaten Banyumas -0.11.   
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4.4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan  

4.4.1. Regulasi Tentang Implementasi E-Government  

E-Government di Indonesia mulai diinisiasi oleh Pemerintah sejak 

keluarnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Government”.  E-Government di Indonesia, diterapkan 

pada pelayanan publik dengan penerapan teknologi informasi serta keterbukaan 

informasi pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 

2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. Indonesia pernah menerapkan 

penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia yang bertujuan untuk melakukan 

evaluasi dan penilaian implementasi e-government berdasarkan lima dimensi yang 

telah ditetapkan yang terdiri dari dimensi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, 

Aplikasi, dan Perencanaan. 

Penerapan e-government di Indonesia dilaksanakan secara bertahap di 

Indonesia, penerapan e-government dilakukan pembaruan secara bertahap 

berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, sehingga dalam pengukuran 

keberhasilan implementasi e-government yang ditetapkan sampai saat ini terdapat 

dua model yaitu, Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) dengan hasil 

evaluasi berdasarkan pada lima dimensi yang telah ditentukan dan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks pengukuran yang 

berdasarkan pada domain yang telah ditetapkan. E-Government di Indonesia 

dilakukan pembaruan secara bertahap, hal tersebut dapat dilihat dari regulasi atau 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perkembangan e-

government berdasarkan regulasi yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2022 dapat dilihat dari gambar berikut. 
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Gambar 4.9 Perkembangan e-Government berdasarkan Regulasi 

Gambar 4.9 merupakan bagan atau peta regulasi pada setiap tahun 

berdasarkan regulasi tentang e-government dengan topik atau bahasan terbanyak. 

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 regulasi tentang e-government yang paling 

banyak membahas tentang teknologi informasi, sedangkan pada tahun 2018 dan 

2019 regulasi tentang e-government dominan membahas tentang topik pelayanan 

publik. Serta pada tahun 2020-2022 secara berturut-urut topik Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik menjadi bahasan yang dominan pada regulasi atau peraturan 

perundang-undangan tentang e-government yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan Gambar 4.9 dan Tabel 4.8 (Sub Bab 4.2) dapat diketahui 

bahwa Indonesia sudah mempersiapkan dan menerapkan e-government pada tahun 

2017 hal tersebut didukung dengan adanya regulasi yang ditemukan yaitu sebanyak 

50% regulasi tentang e-government yang membahas tentang teknologi informasi. 

Regulasi yang membahas teknologi informasi tersebut dengan bahasan terkait tata 

kelola teknologi informasi, manajemen keamanan teknologi, serta pusat data dan 

pengembangan teknologi atau sistem informasi.  

Peraturan Presiden No 95 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) Nasional” ditetapkan pada tahun 2018, saat itu Indonesia berada 

di peringkat 107 EDGI penerapan e-government di Dunia. Pada tahun 2018, 

penerapan SPBE dimulai dengan pembentukan tim koordinasi SPBE Nasional yang 

terdiri dari Menteri PAN-RB selaku ketua tim, Menteri Kominfo, Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, BSSN, dan BPPT. Peraturan 

No. 5 tentang “pedoman evaluasi SPBE” ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan 
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan data regulasi pada tahun 

2018, penerapan SPBE mulai diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara 

dengan penetapan peraturan kepala LAN No. 2 Tahun 2018 tentang 

“Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan 

Lembaga Administrasi Negara”, dan SPBE diselenggarakan di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan penetapan Surat Keputusan 

Sekretaris Jenderal Menkumham No: SEK-01.TI.06.04 Tahun 2018 tentang 

“Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)”.  

Pada tahun 2019 e-Government SPBE mulai diterapkan di Indonesia, 

namun penerapan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan hanya beberapa 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang turut berpartisipasi. 

Pedoman evaluasi SPBE juga mulai diterapkan dan indeks SPBE yang diperoleh 

rata-rata bernilai 2.18 dengan predikat cukup. Berdasarkan data regulasi pada tahun 

2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan 

peraturan No. 6 Tahun 2019 tentang “Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Lingkungan BKKBN”, serta Mahkamah Agung telah menerapkan 

SPBE pada Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan berdasarkan PMA 

No. 1 tahun 2019. Tahun 2019, K/L/D mulai menetapkan peraturan tentang grand 

design atau rencana pembangunan reformasi birokrasi yang merupakan tahap awal 

implementasi SPBE tepatnya pada rencana induk SPBE Nasional yang telah diatur 

pada Perpres No. 95 Tahun 2018.  

Penerapan e-government Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan 

peringkat di dunia yaitu menepati peringkat 88, hal tersebut juga ditunjukkan 

dengan hasil evaluasi indeks SPBE yang diterapkan oleh K/L/D di Indonesia berada 

pada rata-rata 2.26 (Cukup). Pada tahun 2020, tata kelola SPBE mulai diperkuat 

dengan ditetapkannya peraturan oleh Menteri PAN-RB No. 5 tentang “Manajemen 

Risiko SPBE”, Peraturan oleh Menteri PAN-RB No. 59 tentang “pemantauan dan 

evaluasi SPBE”, serta ditetapkannya peraturan oleh Menteri PPN/Bappenas No. 16 

tentang “Manajemen Data SPBE”.  
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Regulasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2021 

dominan membahas tentang SPBE, salah satunya yaitu regulasi tentang Manajemen 

Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis 

dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu penetapan 

Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021. dan regulasi tentang penerapan dan 

penyelenggaraan SPBE mulai ditetapkan. Serta keluarnya keputusan Menteri PAN-

RB No. 1503 yang membahas tentang “evaluasi SPBE pada tingkat K/L/D” tahun 

2021. 

Pada tahun 2022 regulasi tentang e-government paling banyak membahas 

tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yaitu dengan persentase sebanyak 

67.74%. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) fokus pada proses 

penyusunan proses bisnis dan penyelenggaraan SPBE hal tersebut dapat diketahui 

berdasarkan regulasi pada tahun 2022 dengan jumlah 21 regulasi yang membahas 

tentang SPBE pada lingkungan K/L/D.  

Penetapan regulasi oleh Pemerintah atau Instansi Pusat pada tahun 2017 

sampai dengan tahun 2022 tentang e-government  berdasarkan pada peta rancangan 

SPBE Nasional yang terdapat pada Gambar 2.4 (Sub Bab 2.2.2) dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat keselarasan antara peta tahapan yang telah dibuat 

dengan regulasi atau dokumen kebijakan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat..  

4.4.2. Indeks/Pengukuran Keberhasilan Implementasi E-Government  

Implementasi e-government di Indonesia dalam Inpres No. 3 tahun 2003 

memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik 

dan penyelenggaran Pemerintah agar lebih efisien, efektif, transparan, dan 

akuntabilitas (Presiden et al., 2003). Sehingga dalam proses implementasi e-

government juga diperlukan proses pengembangan e-government yang bertujuan 

untuk melakukan evaluasi penerapan berdasarkan indeks atau pengukuran 

keberhasilan implementasi e-government yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat. 

Di Indonesia, penerapan e-government dilakukan pembaruan secara 

bertahap berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, sehingga dalam 

pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang ditetapkan sampai saat 

ini terdapat dua model yaitu, Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) 
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dengan hasil evaluasi berdasarkan pada lima dimensi yang telah ditentukan dan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks pengukuran yang 

berdasarkan pada domain yang telah ditetapkan. Hasil Pemeringkatan e-

Government Indonesia merupakan hasil evaluasi yang berdasarkan pada lima 

dimensi yang telah ditentukan yaitu, dimensi Kebijakan, Kelembagaan, 

Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Sedangkan Indeks SPBE merupakan nilai 

yang diperoleh berdasarkan perhitungan domain yang telah ditentukan. Hasil PeGI 

dan Indeks SPBE tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan dan 

kematangan implementasi  e-government pada Instansi Pusat maupun Pemerintah 

Daerah. 

Berdasarkan analisis indeks/pengukuran implementasi e-government yang 

dilakukan pada sebagian data yaitu pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 

dengan menggunakan nilai hasil PeGI tahun 2017 dan nilai indeks SPBE tahun 

2021 yaitu pada sub bab 4.3 sebelumnya. Dapat diketahui bahwa rata-rata turunnya 

indeks yaitu sebesar 0.34 sedangkan rata-rata kenaikan indeks pada kabupaten/kota 

provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0.67. Sedangkan rata-rata hasil PeGI tahun 

2017 yang diperoleh pada setiap kabupaten/kota yaitu dengan nilai 2.1, dan rata-

rata indeks SPBE pada tahun 2020 yaitu 2.7. Nilai indeks SPBE sebesar 2.7, jika 

melihat tingkat kematangan implementasi SPBE seperti pada Tabel 2.3 dan Tabel 

2.4 (Sub Bab 2.2.2) menunjukkan bahwa tingkat kematangan berdasarkan 

kapabilitas proses berada di tingkat 2 yaitu Terkelola dimana menunjukkan bahwa 

proses implementasi SPBE sudah sesuai fungsi manajemen dan telah diterapkan 

sebagian, sedangkan pada tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas layanan 

berada pada tingkat 2 yaitu Interaksi dimana layanan SPBE telah mencapai proses 

dalam bentuk interaksi dua arah. 

Nilai Indeks SPBE pada kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Tabel 4.8 

(Sub Bab 4.2) yang memiliki nilai indeks tertinggi yaitu Kabupaten Kendal 3.27, 

Kabupaten Batang 3.24, Kabupaten Kebumen 3.05, Kabupaten Jepara 3.04, dan 

Kabupaten Sragen 3.03. Nilai indeks tertinggi tersebut, jika melihat tingkat 

kematangan implementasi SPBE seperti pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 (Sub Bab 

2.2.2) menunjukkan bahwa tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas proses 

berada di tingkat 3 yaitu Terdefinisi dimana penerapan SPBE yang dilakukan sesuai 
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dengan funsi manajemen dan pedoman/standar yang diterapkan pada semua unit 

kerja organisasi, sedangkan paa tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas 

layanan berada pada tingkat 3 yaitu Transaksi yang berarti layanan SPBE telah 

melalui transaksi operasi dan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.  

Pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang diterapkan saat 

ini yaitu Indeks SPBE dengan melakukan evaluasi dan pemantauan pada setiap 

K/L/D secara berkesinambungan berdasarkan domain yang telah ditentukan. 

Perkembangan implementasi e-government dalam skala nasional pada tahun 2021 

berdasarkan pada Indeks SPBE yang diterapkan dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Peta Indeks SPBE tahun 2021 (SPBE, 2021) 

Gambar 4.10 peta indeks SPBE Provinsi tahun 2021 memberikan gambaran 

terkait perkembangan implementasi e-government (SPBE) pada setiap provinsi di 

Indonesia. Tingkat implementasi berdasarkan penilaian indeks SPBE 

dikelompokkan menjadi empat dengan predikat paling tinggi ke rendah yaitu 

memuaskan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dari gambar tersebut dapat 

diketahui bahwa penerapan SPBE di Indonesia yang mencapai predikat sangat baik 

yaitu provinsi Bali dengan nilai indeks 3.68, rata-rata implementasi e-government 

pada provinsi di Indonesia mencapai predikat baik, dan sebagian provinsi masih 

dengan predikat cukup dan kurang. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Gambaran atau proses perkembangan implementasi e-government di Indonesia 

berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pada tahun 2017-2022 dibagi 

menjadi empat topik (e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi). Indonesia sudah menerapkan 

persiapan implementasi e-government (SPBE) sejak 2017. Hal tersebut dapat 

diketahui berdasarkan regulasi pada tahun 2017, 50% membahas topik 

teknologi informasi. Topik pelayanan publik menjadi bahasan dominan pada 

tahun 2018-2019 serta topik bahasan terbanyak berdasarkan regulasi yang telah 

dikumpulkan yaitu regulasi yang membahas tentang SPBE dengan persentase 

36.37%. Regulasi dengan bahasan topik SPBE mengalami kenaikan pada setiap 

tahunnya serta menjadi bahasan terbanyak pada regulasi tahun 2020-2022. Serta 

terdapat keselarasan antara peta tahapan implementasi SPBE yang telah 

dirancang dengan regulasi atau dokumen kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

Instansi Pusat. 

2. Indeks/pengukuran yang diterapkan selama lima tahun terakhir mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan yaitu pada studi kasus provinsi Jawa 

Tengah dengan rata-rata indeks SPBE pada tahun 2020 sebesar 2.7 yang berarti 

nilai maturity level menujukkan pada tingkat 2 serta indeks SPBE tertinggi 

berada pada maturity level 3. 

 

5.2. Saran 

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan ini masih terdapat 

keterbatasan, sehingga saran yang dirumuskan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Sumber data dapat diperkaya dan diperluas tidak hanya menggunakan data pada 

provinsi Jawa Tengah. 
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2. Penelitian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan validasi dari seorang 

ahli di bidang e-government atau pakar kebijakan publik untuk validasi 

keakuratan dokumen regulasi. 

3. Topik yang digunakan sebagai acuan penelitian dapat diperluas dan tidak hanya 

berdasar pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 95 

Tahun 2018, Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 

Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. 
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